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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

NOMOR 14 TAHUN 2018 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
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: 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, Bupati Bangka Selatan mengajukan 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;  

b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan dari 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 yang 

dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara Perubahan yang telah disepakati 

bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 22 September 2018; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018; 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Tahun 2005 tentang 

Pedoman  Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 

2005 Nomor 4585); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5219); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,  

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018  (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017  Nomor 825); 

22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ/ Tahun 

2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 20 

Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 

2006 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 12 

Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

Tahun 2017 Nomor 12); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 

Tahun 2016 tentang PembentukanOrganisasi Perangkat 

Daerah Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016 Nomor 17); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

dan 

BUPATI BANGKA SELATAN 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2018. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam 

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut 

DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 

disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan 

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 

peraturan daerah. 

8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan 

Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang 

mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 

yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, 

PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. 

9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

11. Rencana Kerja Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat 

RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran 

yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program 

dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar 

penyusunan APBD. 

12. Program adalah penjabaran kebijaksanaan SKPD dalam 

bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumber daya yang disediakan untuk 

mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 
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13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 

oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian 

dari pencapaian sasaran terukur pada satuan program dan 

terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang 

modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya 

tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan 

keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

14. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 

kegiatan. 

15. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 

oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 

pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

16. Hasil (outcome) adalah segla sesuatu yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran dari kegiattan-kegiatan dalam satu 

program. 

17. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum 

Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam 

periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi 

hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh 

pemerintah daerah. 

18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah Yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 

19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara 

pendapatan daerah dan belanja daerah. 

20. Defisit Anggaran adalah selisih kurang antara pendapatan 

daerah dan belanja daerah. 

21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu 

dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima 

kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan 

maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 

22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat 

pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna  

anggaran. 
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23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPPA-SKP adalah dokumen yang 

memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan 

yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan 

anggaran oleh pengguna anggaran. 

24. Anggaran kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 

yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 

keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

25. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 

adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk 

melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

 

BAB II 

STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

 

Pasal 2 

(1) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

merupakan satu kesatuan terdiri dari : 

a. Pendapatan daerah: 

b. Belanja daerah: 

c. Pembiayaan daerah. 

(2) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklarifikasikan 

menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang 

bertanggung jawab melaksanakan urusan pemerintahan 

tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 3 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2018 semula berjumlah Rp. 871.615.598.691,- berkurang 

sejumlah Rp. 236.348.336,- sehingga menjadi 

Rp.871.379.250.355,- dengan rincian sebagai berikut : 

a. Pendapatan 

1. Semula Rp. 871.615.598.691,- 

2. Bertambah Rp.(       236.348.336,-)  

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 871.379.250.335,- 

b. Belanja  

1. Semula Rp. 936.421.517.310,- 

2. Bertambah Rp.     7.673.936.294,- 

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 944.095.453.604 

Surplus/ (defisit) setelah perubahan Rp. (72.716.203.249) 
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c. Pembiayaan  

1. Penerimaan 

a) Semula  Rp. 64.805.918.619,- 

b) Bertambah Rp.   7.910.284.630,- 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 72.716.203.249 

2. Pengeluaran  

a) Semula  Rp.                    0,- 

b) Berkurang          Rp.                    0,- 

Jumlah pengeluaran Setelah perubahan Rp.                   0,- 

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan                      

Rp. 72.716.203.249,- 

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Rp.                   0,- 

Berkenaan (SILPA) setelah perubahan 

 

Pasal 4 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf a, terdiri dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1. Semua  Rp. 38.811.300.162,- 

2. Bertambah Rp.   7.402.722.035,- 

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan 

Rp.46.214.022.197 

b. Dana Perimbangan 

1. Semula  Rp.702.539.917.251,- 

2. Berkurang Rp.                       0,- 

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

 Rp.702.539.917.251,- 

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan : 

a. Pajak Daerah 

1. Semula  Rp.14.583.900.000,- 

2. Bertambah Rp.  6.180.364.954,- 

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan                       

Rp. 20.764.264.954,- 

b. Retribusi Daerah 

1. Semula  Rp. 6.478.600.000,- 

2. Bertambah Rp  2.515.319.705,- 

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan                 

Rp. 8.993.919.705,- 

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

1. Semula  Rp. 3.830.139.373,- 

2. Berkurang Rp.(   208.942.951,-)  

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah  

yang dipisahkan setelah perubahan   Rp.  3.621.196.422,- 
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d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

1. Semula  Rp. 13.918.660.789,- 

2. Berkurang Rp.(  1.084.019.673,-) 

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah  

Yang Sah Setelah Perubahan  Rp. 12.834.641.116,- 

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b terdiri  dari jenis pendapatan: 

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 

1. Semula  Rp. 82.129.246.000,- 

2. Berkurang Rp.                       0,- 

Jumlah Dana Bagi Hasil Setelah Perubahan 

Rp.82.129.246.000,- 

b. Dana Alokasi Umum 

1. Semula  Rp. 466.182.109.000,- 

2. Berkurang Rp.                         0,- 

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan 

Rp.466.182.109.000,- 

c. Dana Alokasi Khusus 

1. Semula  Rp. 154.228.562.251,- 

2. Berkurang Rp.                         0,- 

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan          

Rp. 154.228.562.251,- 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri dari jenis 

pendapatan : 

a. Pendapatan Hibah 

1. Semula  Rp. 26.910.400.000,- 

2. Berkurang Rp.   0,- 

Jumlah Hibah Setelah Perubahan     Rp. 26.910.400.000,- 

b. Dana Darurat 

1. Semula  Rp.   0,- 

2. Bertambah Rp.   0,- 

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp.  0,- 

c. Dana Bagi Hasil Pajak 

1. Semula  Rp. 34.900.172.278,- 

2. Bertambah Rp.      322.079.629,- 

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setelah Perubahan         

Rp. 35.222.251.907,- 

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 

1. Semula  Rp.    0,- 

2. Berkurang Rp.   0,- 

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah 

Perubahan                                              Rp.  0,- 
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e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah 

Lainnya 

1. Semula  Rp. 25.966.750.000,- 

2. Bertambah   Rp.(  7.961.150.000,-) 

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Atau Pemerintah 

Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 18.005.600.000,- 

f. Bantuan Keuangan Untuk Desa dari Pemerintah Pusat 

1. Semula  Rp. 42.487.059.000,- 

2. Berkurang Rp    0,- 

Jumlah Bantuan Keuangan Untuk Desa dari Pemerintah 

Pusat Setelah Perubahan Rp. 42.487.059.000,- 

 

Pasal 5 

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf 

b, terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1. Semula  Rp. 390.457.413.440,- 

2. Berkurang Rp. (   2.763.428.063,-) 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan       

Rp. 387.693.985.377,- 

b. Belanja Langsung 

1. Semula  Rp. 545.964.103.870,- 

2. Bertambah Rp.   10.437.364.357,- 

Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan               

Rp. 556.401.468.227,- 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, terdiri dari jenis belanja : 

a. Belanja Pegawai 

1. Semula  Rp. 90.772.795.947,- 

2. Bertambah Rp.   5.275.358.945,- 

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan                   

Rp. 96.048.154.892,- 

b. Belanja Bunga 

1. Semula  Rp.    0,- 

2. Bertambah Rp.   0,- 

Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan Rp.   0,- 

c. Belanja Subsidi 

1. Semula  Rp.    0,- 

2. Berkurang Rp.   0,- 

Jumlah Belanja Subsidi Setelah Perubahan Rp.   0,- 

d. Belanja Hibah 

1. Semula  Rp. 16.337.800.000,- 

2. Bertambah Rp.      100.000.000,- 

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan 

Rp.16.437.800.000,- 
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e. Belanja Bantuan Sosial 

1. Semula  Rp.              0,- 

2. Berkurang Rp.      0,- 

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan Rp. 0,- 

f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi / Kab / Kota/Pemdes 

& Parpol 

1. Semula  Rp. 2.106.250.000,- 

2. Bertambah Rp.    710.070.095,- 

Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan

 Rp.2.816.320.095,- 

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota 

dan Pemdes 

1. Semula  Rp.   98.051.717.972,- 

2. Berkurang Rp.        387.337.330,- 

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan 

 Rp. 98.439.055.302,- 

h. Belanja Tidak Terduga 

1. Semula  Rp.   1.408.679.267,- 

2. Berkurang Rp.  (1.164.000.000,- )      

Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan 

Rp.244.679.267,- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hruf 

b terdiri dari jenis belanja: 

a. Belanja Pegawai 

1. Semula  Rp.     90.772.795.947,- 

2. Bertambah Rp.       5.275.358.945,- 

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan                  

Rp. 96.048.154.892,- 

b. Belanja Barang dan Jasa 

1. Semula  Rp.     203.765.730.033,- 

2. Bertambah Rp        18.501.164.788,- 

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan 

Rp.222.266.894.821,- 

c. Belanja Modal 

1. Semula  Rp.     251.425.577.890,- 

2. Bertambah Rp.      (13.339.159.376,-) 

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan                     

Rp. 238.086.418.514,- 
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Pasal 6 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

huruf c, terdiri dari : 

a. Penerimaan Sejumlah Rp. 72.716.203.249,- 

1. Semula   Rp. 64.805.918.619,- 

2. Bertambah  Rp.   7.910.284.630,- 

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan 

Rp.72.716.203.249,- 

b. Pengeluaran Sejumlah Rp.                      0,- 

1. Semula   Rp.                      0,- 

2. Bertambah  Rp.             0,- 

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp.                  0,- 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Sejumlah 

Rp.72.716.203.249,- 

1. Semula   Rp.   64.805.918.619,- 

2. Bertambah  Rp.     7.910.284.630,- 

Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya  

Setelah Perubahan                           Rp. 72.716.203.249,- 

b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah Rp.   0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah Perubahan  

Rp. 0,- 

c. Hasil Penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan 

sejumlah                                                     Rp.   0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  

yg dipisahkan Setelah Perubahan                 Rp.    0,- 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah        Rp.   0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah Setelah Perubahan

 Rp.    0,-  

e. Penerimaan kembali pinjaman sejumlah  Rp. 0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Penerimaan Kembali Pinjaman Setelah Perubahan  Rp.  0,- 

f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah Rp. 0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan

 Rp.  0,-  
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(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, 

terdiri dari jenis pembiayaan : 

a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah   Rp.          0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Pembentukan Dana Cadangan Setelah Perubahan

 Rp.  0,- 

b. Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Sejumlah Rp.     0,- 

1. Semula   Rp.                      0,- 

2. Berkurang  Rp.             0,- 

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Setelah 

Perubahan                                                    Rp.     0,- 

c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah   Rp.  0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang  

yang Jatuh Tempo Setelah Perubahan Rp.  0,- 

d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah  Rp. 0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan  

Obligasi Daerah Setelah Perubahan Rp.  0,- 

e. Pembayaran Hutang Kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp.0,- 

1. Semula   Rp.       0,- 

2. Bertambah  Rp.       0,- 

Jumlah Pembayaran Hutang kepada Pihak Ketiga Rp.0,- 

 

Pasal 7 

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (2) huruf h dipergunakan untuk menangani 

permasalahan dalam kategori mendesak atau keadaan 

darurat. 

(2) Kriteria permasalahan dalam kategori mendesak atau 

keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah : 

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas 

pemerintah daerah; 

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang; 

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; 

dan 

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran 

dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan 

darurat. 
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Pasal 8 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD; 

b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan      

Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD; 

c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan 

Pemerintah daerah, Organisasi SKPD, 

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut 

Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, 

Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah 

untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam 

Kerangka Pengelola Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per 

Golongan dan Per Jabatan; 

g. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang 

telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

h. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun Anggaran 

Sebelumnya yang belum diselesaikan dan 

dianggarkan kembali dalan tahun anggaran 

ini; 

i. Lampiran IX : Daftar pinjaman daerah dan Obligasi Daerah; 

 

Pasal 9 

Hal-hal mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, 

diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

perundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

  Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal 12 Oktober 2018 

  BUPATI BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 
JUSTIAR NOER 

Diundangkan di Toboali 
pada tanggal 12 Oktober 2018 

  

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 
ttd 

 
SUWANDI 

  

 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 14 

 

 

 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG : (6.14 / 2018) 
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